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ABSTRAK 

 

Organisasi masyarakat merupakan salah satu wadah untuk menyatuhkan beberapa 

kalangan masyarakat dengan tujuhan yang baik. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya 

disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela 

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi jika suatu keadaan yang tak dapat dihindari 

apabila terkadang timbul suatu ketegangan sebagai akibat perbedaaan pendapat yang 

menimbulkan  kejadian anarkis yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi dari tindak 

pidana penganiayaan sampai pengerusakan fasilitas umum. Rumusan masalah dalam penelitian 

yaitu:1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) 

yang melakukan pengerusakan fasilitas umum; dan 2. Bagaimana peran organisasi masyarakat 

terhadap oknum anggota yang melakukan pengerusakan fasilitas umum. Jenis penelitian ini 

adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. 

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) 

yang melakukan pengerusakan fasilitas umum. Penulis berkesimpulan bahwa tindakan yang 

dengan sengaja melawan hukum menggunakan kekerasan terhadap barang dan juga orang, 

telah memenuhi unsur tindak pidana yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 170 jo 406 KUHP. 

Dalam hal ini pertanggung jawaban ditanggung oleh oknum anggota. 

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Ormas, Tindak Pidana, Pengerusakan.  
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ABSTRACT 

 

Community organizations are a forum for uniting several groups of people with good 

intentions. Community Organization, hereinafter referred to as Ormas, is an organization 

founded and formed by the community voluntarily based on common aspirations, desires, 

needs, interests, activities and goals to participate in development in order to achieve the 

goals of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila. However, it is 

unavoidable that sometimes tensions arise as a result of differences of opinion which lead to 

anarchic incidents committed by unscrupulous members of the organization, ranging from 

criminal acts of persecution to the destruction of public facilities. The formulation of the 

problems in the research are: 1. What is the criminal responsibility of members of community 

organizations (Ormas) who damage public facilities; and 2. What is the role of community 

organizations towards unscrupulous members who damage public facilities. This type of 

research is normative juridical with statutory, conceptual and historical approaches. In 

connection with the criminal responsibility of unscrupulous members of community 

organizations (Ormas) who damage public facilities. The author concludes that an act which 

deliberately violates the law uses violence against goods as well as people, has fulfilled the 

elements of a criminal act contained in the provisions of Article 170 jo 406 of the Criminal 

Code. In this case the responsibility is borne by unscrupulous members. 

Keywords: Accountability, Community Organizations, Crime, Damage. 
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